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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang dibahas oleh peneliti dalam bab IV, hasil dari penelitian 

yang telah dilakukan mengenai “Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Pemeriksaan 

Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kota Yogyakarta” 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

hotel di Kota Yogyakarta.  

2. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di 

Kota Yogyakarta.  

3. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel di Kota 

Yogyakarta. 

5.2. Keterbatasan 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan. 

Keterbatasan utama terletak pada kedalaman data kualitatif, di mana peneliti belum 

berhasil menggali informasi secara ekstensif dari para responden untuk memperkaya 

jawaban kuesioner. Hal ini disebabkan oleh kendala waktu dan ketersediaan sebagian 

besar responden untuk mengikuti sesi wawancara singkat. Selain itu, terdapat potensi 

bias respon (response bias). Mengingat instrumen pengumpulan data menggunakan 

kuesioner self-assessment, terdapat kecenderungan responden untuk memberikan 

jawaban yang bersifat normatif atau ideal (social desirability bias) agar terlihat patuh. 
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Hal ini mengakibatkan data yang diperoleh mencerminkan persepsi subjektif 

responden yang mungkin berbeda dengan kondisi kepatuhan faktual di lapangan. 

Keterbatasan kedua dalam penelitian ini adalah jumlah responden yang relatif sedikit. 

Jumlah responden yang dapat diolah dalam penelitian ini adalah 53 responden, hal ini 

disebabkan oleh kendala perizinan dan privasi data Wajib Pajak yang ketat. Ukuran 

sampel yang terbatas ini dapat memengaruhi kemampuan generalisasi hasil penelitian 

ke populasi yang lebih luas. Keterbatasan ketiga adalah penulis tidak melakukan 

verifikasi independen terhadap Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) 

responden. Oleh karena itu, penelitian ini berasumsi bahwa seluruh responden yang 

mengisi kuesioner adalah benar merupakan Wajib Pajak Hotel di Kota Yogyakarta 

sesuai dengan kerangka sampel yang dituju, tanpa menutup kemungkinan adanya bias 

administratif. 

5.3. Implikasi 

Di dalam penelitian ini terdapat 2 implikasi, yaitu implikasi teoritis dan praktis. 

Implikasi teoritis pada penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah 

pemahaman, mengembangkan wawasan, serta pengetahuan mengenai pengaruh 

Kualitas Pelayanan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Hotel di Kota Yogyakarta. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian serupa. 

Secara teoritis, hasil penelitian ini memberikan bukti empiris tambahan yang 

mendukung relevansi Theory of Planned Behavior (TPB) dalam konteks perpajakan 

daerah. Temuan ini menegaskan secara faktual bahwa faktor eksternal (Pelayanan, 
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Pemeriksaan, dan Sanksi) berperan signifikan dalam membentuk persepsi kontrol dan 

keyakinan wajib pajak untuk patuh. Implikasi praktis dari penelitian ini diharapkan 

dapat bermanfaat dalam membantu Pemerintah Kota Yogyakarta, khususnya Badan 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), dalam mendorong dan 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Hotel di Kota Yogyakarta. Terdapat beberapa 

butir variabel yang perlu menjadi perhatian lebih bagi otoritas pajak, seperti: 

1. Pada variabel Kualitas Pelayanan Pajak, BPKAD dapat memberikan 

perhatian lebih pada aspek-aspek yang dirasa masih kurang oleh wajib 

pajak. Otoritas pajak disarankan menyederhanakan prosedur dan 

meningkatkan responsivitas serta profesionalisme petugas untuk 

menghilangkan hambatan administratif. 

2. Pada variabel Pemeriksaan Pajak, dapat diterapkan secara lebih efektif, adil, 

dan transparan. Untuk menjaga kepercayaan wajib pajak, otoritas pajak 

perlu memastikan bahwa proses audit selalu dilakukan secara objektif, 

transparan, dan konsisten terhadap semua wajib pajak. Pemeriksaan yang 

adil akan meningkatkan persepsi risiko pelanggaran secara merata, 

sehingga mendorong kepatuhan. 

3. Pada variabel Sanksi Pajak, penegakan hukum (law enforcement) harus 

dapat diterapkan secara optimal, konsisten, dan tanpa pandang bulu. 

Penegakan sanksi yang tegas dan adil sangat krusial. Otoritas pajak harus 

menjamin bahwa penegakan sanksi diterapkan secara konsisten tanpa 

diskriminasi, sesuai dengan pelanggaran yang terjadi, untuk memberikan 
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efek jera yang optimal. Penegakan sanksi yang tegas dan adil sesuai 

pelanggaran diyakini akan memberikan efek jera dan meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. 

5.4. Saran 

Menyadari adanya keterbatasan dalam riset ini, penulis ingin memberikan 

beberapa saran konstruktif bagi para peneliti selanjutnya. Untuk mengatasi potensi 

kehilangan data, disarankan agar menambah jumlah responden dan memberikan 

asistensi selama proses pengisian kuesioner. Langkah ini dapat menekan jumlah 

kuesioner yang harus dieliminasi. Lebih jauh lagi, untuk mendapatkan data yang lebih 

komprehensif, metode kuantitatif sebaiknya dikombinasikan dengan wawancara 

singkat untuk menggali perspektif responden secara lebih mendalam. 

Pada akhirnya, penulis berharap penelitian ini tidak hanya berhenti sebagai 

sebuah laporan, tetapi juga dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan bagi riset-

riset mendatang. Diharapkan ada penelitian lanjutan yang mengembangkannya dengan 

menggunakan metode, populasi, serta sampel yang berbeda untuk menghasilkan 

temuan yang lebih luas. 
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